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Abstrak 
Kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah Lelang di dalam pasal 
15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2014 tentang tentang 
JabatanNotaris merupakan suatu bentuk perluasan kewenangan terhadap Notaris 
dimana kewenangan umumNotaris adalah membuat akta autentik. Perumusan 
kewenangan membuat akta risalah lelang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris  
berindikasi timbulnya pandangan mengapa tidak mengajukan proses pembuatan 
risalah lelang yang juga merupakan akta autentik ke hadapan notaris. maka dari 
itu dalam penelitian ini mencoba memberikan gambaran dan penjelasan secara 
rinci mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah di dalam UUJN 
serta mengetahui pengaturan hukum mengenai risalah lelang menurut undang-
undnag yang berlaku.Penulisan Skripsi ini menggunakan jenispenelitian hukum 
Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual 
(Conceptual Approach). Teknik pengumpulan bahan hukumadalah studi pustaka  
mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik analisis 
bahanhukum menggunakan teknik preskriptif.Hasil penelitian pada penulisan 
skripsi ini adalah perumusankewenangan Notaris membuat akta Risalah Lelang 
menjadi sia-sia, dikarenakan pemberian kewenangan Notarisuntuk membuat akta 
Risalah Lelang tidak dapat diterapkan begitu saja. Kewenangan membuat akta 
RisalahLelang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang yang berhak, hal ini 
diatur dalam UUJN dan VR besertaperaturan pelaksananya, sehingga 
kewenanganNotaris membuat akta risalah lelang dalam UUJN tidak 
dapatdijalankan secara langsung karena harus memperhatikan Peraturan Lelang 
(Vendu Reglement) beserta peraturanpelaksananya yang merupakan peraturan 
khusus yang mengatur mengenai lelang.Dari hasil tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwaKewenangan Notaris membuat akta risalah lelang dalam UUJN 
sama dengan kewenangan yang dimiliki PejabatLelang dalam hal ini Pejabat 
Lelang Kelas II karena Notaris yang menjalankan kewenangannya membuat 
aktaRisalah Lelang melepaskan sementara jabatannya sebagai Notaris dan 










Authority of Notary in making the Auction of Minutes of Acts in Article 
15 paragraph (2) sub-paragraph g of Law Number. 2 year 2014 regarding the 
position of a Notary is a form of expansion of authority over a Notary Public, 
where the Public Notary's authority is to create an authentic deed. The formulation 
of the authority to make the auction document of the Notary Public Law indicates 
the emergence of a view of why not submit the process of making an auction 
paper which is also an authentic deed before the notary. therefore in this research 
try to give description and explanation in detail about the authority of Notary in 
making deed of Minutes in UUJN and to know the legal arrangement concerning 
auction treaty according to the applicable law. Writing This thesis uses the type of 
normative legal research, the problem approach used is a conceptual approach 
(Conceptual Approach). The technique of collecting legal materials is library 
study collecting primary, secondary, and tertiary legal materials, legal material 
analysis techniques using prescriptive techniques. The results of research on the 
writing of this thesis is the formulation of the Notary's authority to make the 
Auction of Minutes deed to be in vain, because the granting of the Notary's 
authority to make the Auction of Minutes deed can not be applied simply. The 
authority to issue a deed of Auction Minutes may only be conducted by a proper 
Auction Officer, this is regulated in the UUJN and VR and its implementing 
regulations, so that the authority of Notaris to make the auction of minutes of the 
UUJN law can not be executed directly because it must pay attention to the Vendu 
Reglement and its implementing regulations which is a special regulation 
governing the auction. From the result, it can be deduced that the Notary 
Authority makes the auction document of the UUJN with the authority owned by 
the Auction Official in this case the Class A Second Auction Officer because the 
Notary who executes his / her authority to make the Auction of Minutes deeds 
temporarily discharges his / her position as a Notary and uses the position of the 
Auction Officer shall be subject to the Auction Regulations. 
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